
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1323, 2019 KEMENHUB. Pengusahaan Keagenan Kapal. 

Penyelenggaraan. 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 65 TAHUN 2019113 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 

155  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan, serta untuk melaksanakan Pasal 38 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945: 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5208); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 

Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1523); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 728); 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN 

KAPAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk 

mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut 

asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional 

selama berada di Indonesia. 

2. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan 

angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang 

melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah 

perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di 

luar negeri. 
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3. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan 

angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya 

melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari 

pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka 

bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar 

negeri.  

4. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional 

atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk 

melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh 

perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus 

kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. 

5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai 

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar 

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan 

serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda 

transportasi. 

6. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar 

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari 

pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri 

sesuai dengan usaha pokoknya. 

7. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di 

pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan 

kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 

8. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang 

bergerak khusus di bidang keagenan kapal yang diakui 

oleh pemerintah. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan. 
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10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

perhubungan laut. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN KEAGENAN KAPAL 

 

Bagian Kesatu 

Kegiatan Keagenan Kapal 

 

Pasal 2 

 

Keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan 

untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional 

dan/atau Perusahaan Angkutan Laut Asing dalam rangka 

mengurus kepentingan kapal Perusahaan Angkutan Laut 

Nasional dan/atau kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing 

selama berada di Indonesia. 

 

Pasal 3 

Pelayanan jasa yang dilakukan oleh keagenan kapal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi 

kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageninya 

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; 

b. penyerahan dokumen kapal kepada syahbandar utama, 

Otoritas Pelabuhan utama, Kantor kesyahbandaran dan 

otoritas pelabuhan khusus Batam, kesyahbandaran dan 

otoritas pelabuhan, atau unit penyelenggara pelabuhan 

setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya; 

c. pengurusan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh 

kapal tersebut; 

d. penunjukan perusahaan bongkar muat untuk 

kepentingan pemilik kapal; 

e. penyelesaian dokumen kapal yang habis masa 

berlakunya atas beban pemilik kapal; 

f. pemungutan uang tambang atas perintah pemilik kapal; 
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g. pembukuan dan pencarian muatan; 

h. penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik 

kapal; 

i. penyelesaian tagihan atas nama pemilik kapal; 

j. penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan 

air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan 

perbekalan; 

k. pemberian informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal; 

dan/atau 

l. pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati antara 

pemilik kapal atau operator kapal dengan pelaksana 

kegiatan keagenan kapal. 

 

Bagian Kedua 

Pelaksana Kegiatan Keagenan Kapal 

 

Pasal 4 

Pelaksana kegiatan keagenan kapal dilakukan oleh: 

a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau 

b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional. 

 

Pasal 5 

(1) Perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan badan 

usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan keagenan 

kapal. 

(2) Pelaksana kegiatan keagenan kapal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggung jawab 

terhadap penyelesaian semua tagihan dan permasalahan 

yang timbul akibat dari perjanjian atau kontrak keagenan 

yang telah disepakati, yang berkaitan dengan kegiatan 

kapal yang diageni selama berada di Indonesia.  
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